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PENGERTIAN HAM PENGERTIAN HAM 
HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang 
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu 
anugerahanugerah Allah yang harus Allah yang harus dihormatidihormati, dijaga dan , dijaga dan 
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai keberadaan manusia sebagai mahlukmahluk Tuhan Yang Maha Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan Esa dan merupakan anugerahanugerah--NyaNya yang wajib yang wajib dihormatidihormati, , 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1.1 perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1.1 
UU No. 39 tahun 1999).UU No. 39 tahun 1999).



PERSPEKTIF HAMPERSPEKTIF HAM

POLITIS (POLITICAL WILL NEGARA POLITIS (POLITICAL WILL NEGARA -- RULE OF RULE OF 
LAW)LAW)
PHILOSOPHIS (KEADILAN, NON DISKRIMINASI, PHILOSOPHIS (KEADILAN, NON DISKRIMINASI, 
KEBHINEKAAN)KEBHINEKAAN)
YURIDIS (KEPASTIAN HUKUM) UUD RI 1945 DSTYURIDIS (KEPASTIAN HUKUM) UUD RI 1945 DST
SOSIOLOGIS (MANFAAT) KESEIMBANGAN HAK SOSIOLOGIS (MANFAAT) KESEIMBANGAN HAK 
DAN KEWAJIBANDAN KEWAJIBAN
EKOLOGISEKOLOGIS
* EKSTERNAL (NILAI GLOBAL) RATIFIKASI,  * EKSTERNAL (NILAI GLOBAL) RATIFIKASI,  

BAGIAN MASY DUNIA, BANGSA BERADAPBAGIAN MASY DUNIA, BANGSA BERADAP
* INTERNAL (MASY SEMAKIN KRITIS UTK* INTERNAL (MASY SEMAKIN KRITIS UTK
MENEGAKKAN HAM) (BUDAYA)MENEGAKKAN HAM) (BUDAYA)



PRA 
NEGARA NEGARA

1. HAM ada karena
Alamiah/Kodrati

2. Berlaku yang kuat menang, 
yang lemah ?

3. Pelanggaran HAM tidak
terselesaikan muncul
konflik

4. Membentuk negara

TUJUANNYA MELINDUNGI HAM
1. NEGARA  ABSOLUT / OTORITER
2. NEGARA  DEMOKRASI 

NEGARA HUKUM – RULE OF LAW

KONSTITUSI 
(PERJANJIAN LUHUR)

Hak kewajiban WN diatur, HAM dilindungi
Negara mengatasi segala perbedaan

Dasar penegakannya menggunakan hukum
Semua konflik diselesaikan dengan hukum
Semua model konflik diatasi dengan sarana

hukum

HAM 



PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM 
a.a. HakHak asasiasasi manusiamanusia sebelumsebelum adanyaadanya negaranegara..
b.b. HakHak asasiasasi manusiamanusia setelahsetelah adanyaadanya negaranegara

((otoriterotoriter, , demokrasidemokrasi).).
c.c. Negara Negara hukumhukum ((RechsstaatRechsstaat/ rule of law/ rule of law) ) 

sebagaisebagai upayaupaya untukuntuk membatasimembatasi dandan mengaturmengatur
kekuasaankekuasaan yang yang padapada dasarnyadasarnya mengarahmengarah padapada
sasaransasaran yang yang samasama yaituyaitu pengakuanpengakuan dandan
perlindunganperlindungan atasatas hakhak--hakhak dasardasar manusiamanusia. . 
SegalaSegala permasalahan/konflikpermasalahan/konflik yang yang adaada harusharus
diselesaikandiselesaikan menurutmenurut hukumhukum. . 

d.d. BukanBukan MachtsstaatMachtsstaat ((berdasarberdasar padapada
kekuasaankekuasaan) ) 

e.e. MelaluiMelalui KonstitusiKonstitusi ((PerjanjianPerjanjian LuhurLuhur))



HAM DAN HUKUM



KONSEKUENSI YURIDIS KONSEKUENSI YURIDIS 
THD  RATIFIKASI PERJANJIANTHD  RATIFIKASI PERJANJIAN

IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI STRUKTUR HUKUMSTRUKTUR HUKUM
SUBSTANSI HUKUMSUBSTANSI HUKUM
BUDAYA HUKUMBUDAYA HUKUM

KEWAJIBANKEWAJIBAN PELAPORAN TTG PELAPORAN TTG 
KEMAJUAN KEMAJUAN 
PEMENUHAN HAMPEMENUHAN HAM

PEMENUHANPEMENUHAN DEROGABLE RIGHTSDEROGABLE RIGHTS
NON DEROGABLE NON DEROGABLE 
RIGHTS RIGHTS 



DIMENSIDIMENSI

HUKUMHUKUM

BUDAYABUDAYA

MORALMORAL

HAM ADALAH HAK YG HAM ADALAH HAK YG 
DIATUR OLEH HUKUM  DIATUR OLEH HUKUM  
INTERNASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN 
HUKUM NASIONALHUKUM NASIONAL

HAM ADALAH HAK HAM ADALAH HAK 
YANG MELEKAT/ YANG MELEKAT/ 
INHERENTINHERENT

INFORMAL, SANKSIINFORMAL, SANKSI
SOSIAL, TIDAK ADA SOSIAL, TIDAK ADA 

ALAT PENEGAK ALAT PENEGAK 
HKMHKM

JIKA NEGARA HKM MENJADI JIKA NEGARA HKM MENJADI 
FORMAL, PENEGAKAN FORMAL, PENEGAKAN 
HUKUMNYA ADA ALAT PAKSA, HUKUMNYA ADA ALAT PAKSA, 
ALAT NEGARA, SANKSI HUKUMALAT NEGARA, SANKSI HUKUM



PeraturanPeraturan PerundanganPerundangan HAM HAM UtamaUtama

AmandemenAmandemen II UUD 1945II UUD 1945
UU No. 68 UU No. 68 tahuntahun 1958 1958 tentangtentang KonvensiKonvensi HakHak--hakhak PolitikPolitik PerempuanPerempuan
(Convention on the Political Rights of Woman)(Convention on the Political Rights of Woman)
UU No. 7 UU No. 7 tahuntahun 1984 1984 tentangtentang RatifikasiRatifikasi CEDAW (Convention on the CEDAW (Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman)Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman)
KeppresKeppres No.48 No.48 tahuntahun 1993 1993 tentangtentang KonvensiKonvensi AntiAnti--Apartheid Apartheid dalamdalam
OlahragaOlahraga (Convention Against Apartheid in Sport)(Convention Against Apartheid in Sport)
KeppresKeppres no. 36 no. 36 tahuntahun 1998 1998 tentangtentang RatifikasiRatifikasi KonvensiKonvensi HakHak AnakAnak
(Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child -- CRC)CRC)
UU No. 5 UU No. 5 tahuntahun 1998 1998 tentangtentang KonvensiKonvensi menentangmenentang penyiksaanpenyiksaan lain lain 
yang yang kejamkejam, , tidaktidak manusiawimanusiawi, , dandan merendahkanmerendahkan martabatmartabat manusiamanusia
(Convention Against Torture and other  Cruel, Inhuman or Degradi(Convention Against Torture and other  Cruel, Inhuman or Degrading ng 
Treatment or Punishment)Treatment or Punishment)



UU no. 39 UU no. 39 tahuntahun 1999 1999 tentangtentang HAMHAM
UU No. 9 UU No. 9 tahuntahun 1999 1999 tentangtentang PenghapusanPenghapusan segalasegala
bentukbentuk DiskriminasiDiskriminasi RasialRasial (Convention on the (Convention on the 
Elimination of all forms of Racial Discrimination)Elimination of all forms of Racial Discrimination)
UU No. 26 UU No. 26 tahuntahun 2000 2000 tentangtentang PengadilanPengadilan HAMHAM
UU no. 23 UU no. 23 tahuntahun 2002 2002 tentangtentang PerlindunganPerlindungan AnakAnak
KeputusanKeputusan PresidenPresiden No. 40 No. 40 tahuntahun 2004 2004 tentangtentang
RANHAMRANHAM
UU No. 11 UU No. 11 tahuntahun 2005 2005 tentangtentang PengesahanPengesahan ICESCR ICESCR 
(International (International ConvenantConvenant on Economic, Social and on Economic, Social and 
Cultural Rights)Cultural Rights)
UU No. 12 UU No. 12 tahuntahun 2005 2005 tentangtentang PengesahanPengesahan ICCPR ICCPR 
(International (International ConvenantConvenant on Civil and Political Rights)on Civil and Political Rights)



PENDIDIKAN HAMPENDIDIKAN HAM

AdalahAdalah usahausaha sadarsadar dandan terencanaterencana untukuntuk
mewujudkanmewujudkan suasanasuasana belajarbelajar dandan prosesproses

pembelajaranpembelajaran agar agar pesertapeserta didikdidik secarasecara aktifaktif
mengembangkanmengembangkan potensipotensi dirinyadirinya untukuntuk memilikimemiliki
pengetahuanpengetahuan HAM, HAM, meningkatkanmeningkatkan ketrampilanketrampilan, , 

dandan mengubahmengubah perilakuperilaku sertaserta dapatdapat menyebarluaskanmenyebarluaskan
nilainilai--nilainilai dandan pengetahuanpengetahuan HAMHAM



Landasan Landasan 
PENDIDIKAN HAMPENDIDIKAN HAM

Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945
Perlindungan, Perlindungan, pemajuanpemajuan, , penegakkanpenegakkan dan dan 
pemenuhan HAMpemenuhan HAM adalah tanggungjawab adalah tanggungjawab 
Negara, terutama PemerintahNegara, terutama Pemerintah



Landasan Landasan 
PENDIDIKAN HAMPENDIDIKAN HAM

Pasal 1 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAMPasal 1 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM
MenugaskanMenugaskan kepada Lembagakepada Lembaga--Lembaga Tinggi Lembaga Tinggi 
Negara dan Negara dan suluruhsuluruh Aparatur Pemerintah Aparatur Pemerintah 
untuk untuk menghormati, menegakkan dan menghormati, menegakkan dan 
menyebarluaskanmenyebarluaskan pemahaman mengenai pemahaman mengenai 
HAM kepada seluruh masyarakatHAM kepada seluruh masyarakat


